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ABSTRAK

Kemiskinan adalah salah satu tantangan utama pembangunan di Indonesia, termasuk di
Provinsi Sumatera Utara. Provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang besar dan
beragam, dengan distribusi yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, tingkat kemiskinan di
wilayah ini cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir (2019-2023). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan pemerintah
terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2019-2023. Masalah utama
yang diidentifikasi adalah tingkat kemiskinan yang fluktuatif akibat peningkatan jumlah
penduduk tanpa diimbangi oleh pendapatan pemerintah yang memadai. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis varians (ANOVA) dan perangkat
lunak SPSS untuk mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah
penduduk memiliki pengaruh rendah, sedangkan pendapatan pemerintah memiliki
pengaruh dominan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Model yang dihasilkan
memberikan arah strategis untuk pengelolaan demografi dan fiskal guna mengurangi
kemiskinan di Sumatera Utara.

Keyword: Jumlah Penduduk; Pendapatan Pemerintah; Tingkat Kemiskinan; Sumatera
Utara; ANOVA

ABSTRACT
Poverty is one of the main challenges of development in Indonesia, including in North
Sumatra Province. This province has a large and diverse population, with an uneven
distribution between urban and rural areas. Based on the report of the Central Statistics
Agency (BPS) of North Sumatra, the poverty rate in this region tends to fluctuate over
the past five years (2019-2023). This study aims to analyze the effect of population and
government revenue on the poverty rate in North Sumatra in 2019-2023. The main
problem identified is the fluctuating poverty rate due to an increase in population
without being balanced by adequate government revenue. This study uses a quantitative
approach with analysis of variance (ANOVA) and SPSS software to process data. The
results show that population has a low influence, while government revenue has a
dominant influence in reducing poverty rates. The resulting model provides strategic
direction for demographic and fiscal management to reduce poverty in North Sumatra.
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1. INTRODUCTION

Kemiskinan adalah salah satu tantangan utama pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi
Sumatera Utara. Provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang besar dan beragam, dengan distribusi yang tidak
merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera
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Utara, tingkat kemiskinan di wilayah ini cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir (2019-2023). Faktor
utama yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan meliputi jumlah penduduk yang terus meningkat dan
kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk mendukung program pengentasan
kemiskinan.

Hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam
berbagai penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian dari Todaro dan Smith (2019) menunjukkan bahwa
peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk tingkat
kemiskinan. Di sisi lain, pendapatan pemerintah yang rendah sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan
program-program pengentasan kemiskinan yang efektif. Dalam konteks Sumatera Utara, pengaruh kedua
variabel ini belum banyak dibahas secara mendalam dengan menggunakan metode kuantitatif berbasis data
terbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menggunakan data primer dari
BPS Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan metode analisis
varians (ANOVA) untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan pemerintah
terhadap tingkat kemiskinan. Dengan hasil ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis
dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara.

Struktur artikel ini dimulai dengan pendahuluan yang memaparkan latar belakang dan urgensi
penelitian. Bagian selanjutnya akan membahas permasalahan utama yang menjadi fokus kajian, diikuti oleh
metode penelitian, hasil, pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Semua bagian dilengkapi dengan
sitasi dari sumber-sumber terpercaya untuk mendukung validitas argumen yang disampaikan.

Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode 2019-2023 menunjukkan tren yang kompleks,
dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi dan ekonomi. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk
Sumatera Utara meningkat rata-rata sebesar 1,1% per tahun selama periode tersebut, sementara pendapatan
pemerintah daerah mengalami fluktuasi akibat perubahan kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi nasional.
Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan, hasilnya belum menunjukkan
penurunan signifikan pada angka kemiskinan.

Permasalahan pertama yang dihadapi adalah bagaimana jumlah penduduk yang terus bertambah
memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah ini. Dalam teori ekonomi pembangunan, jumlah penduduk yang
tinggi dapat menjadi aset atau beban tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan distribusi pendapatan
(Todaro & Smith, 2019). Di Sumatera Utara, peningkatan jumlah penduduk cenderung tidak diimbangi oleh
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang merupakan indikator penting dalam menurunkan
kemiskinan.

Permasalahan kedua adalah pendapatan pemerintah yang sering kali tidak cukup untuk mendukung
program sosial. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran untuk daerah cenderung tidak
merata, dan Sumatera Utara menghadapi kendala dalam pengelolaan dana untuk program pengentasan
kemiskinan. Pendapatan pemerintah yang rendah membatasi kemampuan untuk membangun infrastruktur dan
menyediakan akses ke layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Permasalahan ketiga adalah kurangnya penelitian kuantitatif yang membahas pengaruh kedua variabel
ini terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Sebagian besar studi sebelumnya menggunakan pendekatan
kualitatif atau data agregat tanpa analisis mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan
tersebut dengan menggunakan data asli dan metode kuantitatif yang lebih kuat.

Dengan memfokuskan pada kedua variabel utama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman baru tentang dinamika kemiskinan di Sumatera Utara serta rekomendasi kebijakan yang lebih
efektif.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis varians (ANOVA) untuk
mengevaluasi pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera
Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara
selama periode 2019-2023. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi terbaru untuk
memastikan akurasi dan validitas hasil analisis.

Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data terkait jumlah penduduk, pendapatan
pemerintah, dan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk
memahami tren dan pola perubahan selama lima tahun terakhir. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik untuk
memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis statistik, termasuk uji normalitas, heteroskedastisitas, dan
multikolinearitas.

Proses analisis melibatkan pengujian hipotesis menggunakan ANOVA untuk mengidentifikasi
hubungan signifikan antara variabel independen (jumlah penduduk dan pendapatan pemerintah) dan variabel
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dependen (tingkat kemiskinan). ANOVA dipilih karena mampu mengukur perbedaan rata-rata antar kelompok
dalam data yang kompleks.

Hasil uji ANOVA kemudian diperkuat dengan analisis regresi untuk memberikan gambaran lebih
mendalam tentang pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan. Semua hasil
disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi. Penjelasan untuk bagian lain seperti
hasil, pembahasan, dan kesimpulan dapat dilanjutkan dengan struktur serupa, lengkap dengan sitasi. Data dan
referensi dari BPS serta literatur tambahan akan digunakan untuk mendukung argumen.

3. RESULTS AND DISCUSSION
A. Uji Normalitas
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov? Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Tingkat Kemiskinan .099 20 .200" .936 20 199
Jumlah_Penduduk 234 20 .006 .854 20 .006
Pendapatan_Pemerintah .209 20 .022 .847 20 .005

*, This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal. Pada tabel hasil,
uji dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk untuk tiga variabel: Tingkat
Kemiskinan, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Pemerintah. Hasil menunjukkan:

1) Variabel Tingkat Kemiskinan memiliki nilai signifikan 0,199 (Shapiro-Wilk), lebih besar dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa data tingkat kemiskinan terdistribusi secara normal.

2) Variabel Jumlah Penduduk menunjukkan nilai p sebesar 0,006 (Shapiro-Wilk), lebih kecil dari 0,05.

Ini mengindikasikan data tidak terdistribusi normal.

3) Variabel Pendapatan Pemerintah juga memiliki nilai p sebesar 0,005, lebih kecil dari 0,05, sehingga
tidak terdistribusi normal.

Meskipun sebagian data tidak terdistribusi normal, dalam analisis regresi dengan jumlah sampel kecil,
asumsi normalitas tidak selalu menjadi kendala utama, terutama jika variabel independen secara linear
berkorelasi dengan variabel dependen.

B. Uji Multikolinearitas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients?

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients . Collinearity Statistics

Model t Sig.
B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) 19.175 493 38.862 .000

1 Jumlah_Penduduk -1.339 .764 -381 -1.752 .098 .048  20.988
Pendapatan_Pemerintah -.019 .007 -.605 -2.779 .013 .048  20.988

a. Dependent Variable: Tingkat_Kemiskinan

Multikolinearitas adalah kondisi di mana variabel independen saling berkorelasi sangat tinggi, yang
dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi regresi. Dari tabel Coefficients, nilai VIF (Variance Inflation
Factor) untuk kedua variabel independen (Jumlah Penduduk dan Pendapatan Pemerintah) adalah 20,988. Ini
jauh lebih besar dari ambang batas umum sebesar 10, menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi.

Konsekuensi dari multikolinearitas tinggi adalah sulithya menginterpretasikan kontribusi masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, perlu dilakukan tindakan seperti
menggabungkan variabel independen yang berkorelasi tinggi atau menggunakan pendekatan alternatif seperti
Principal Component Analysis (PCA) untuk mengurangi korelasi.
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C. Uji Heteroskedastistitas

Histogram

Dependent Variable: Tingkat_Kemiskinan

Wean = 2. 94E-15
10 Std. Dev. = 0.946
N=20

Frequency

2 Kl o 1 2 3

Regression Standardized Residual

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah varians error bersifat konstan. Meskipun tabel
output hasil uji heteroskedastisitas tidak ditampilkan, pola residual dapat digunakan sebagai acuan. Jika
distribusi residual memiliki pola tertentu (misalnya berbentuk kerucut), maka heteroskedastisitas ada.
Sebaliknya, jika pola residual acak, asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Berdasarkan laporan, pola residual
perlu diverifikasi lebih lanjut menggunakan plot ZPRED vs ZRESID.
D. Uji Autokorelasi
Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary®
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
1 9812 .962 .957 .603 2.235
a. Predictors: (Constant), Pendapatan_Pemerintah, Jumlah_Penduduk
b. Dependent Variable: Tingkat_Kemiskinan

Hasil uji autokorelasi ditunjukkan melalui nilai Durbin-Watson sebesar 2,235. Nilai ini berada dalam
rentang ideal 1,5-2,5, yang berarti tidak ada masalah autokorelasi. Tidak adanya autokorelasi menunjukkan
bahwa error pada satu observasi tidak berkorelasi dengan error pada observasi lainnya, sehingga hasil regresi
dapat diinterpretasikan secara valid.

E. Uji Chow
Tabel 4. Uji Chow
Source Type Il Sum of Squares df Mean Square F  Sig.
Intercept Hypothesis 40.186 1 40.186  58.351 .000
Error 13.085 19 .6892
Hypothesis 13.085 19 .689

Tingkat_Kemiskinan " .000 0 2

a. MS(Tingkat_Kemiskinan)
b. MS(Error)

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model pooled OLS (Ordinary Least Squares) dan fixed
effects. Hasil menunjukkan nilai p < 0,05 (dari F-test), yang berarti model fixed effects lebih sesuai
dibandingkan dengan model pooled OLS. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antar entitas (kabupaten/kota
di Sumatera Utara) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga karakteristik unik masing-
masing entitas harus diperhitungkan dalam analisis.

F. Uji Hausman

Tabel 5. Uji Hausman
Type 11 Tests of Fixed Effects?
Source  Numerator df Denominator df F Sig.
Intercept 1 19 38802189.500 .000
a. Dependent Variable: Tahun.

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model fixed effects dan random effects. Nilai p < 0,05
mengindikasikan bahwa model fixed effects lebih sesuai. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh antar entitas
tidak bersifat acak, melainkan terkait dengan karakteristik spesifik entitas tersebut, seperti perbedaan struktur
ekonomi atau kebijakan pemerintah daerah.

(Salve Teresia Kristina Manik)



180 O Jurnal Riset Ilmu Pendidikan

G. Uji ANOVA
Tabel 6. Uji Anova
ANOVA?
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 155.159 2 77579 213.031 .000°
Residual ~ 6.191 17 .364
Total 161.350 19

a. Dependent Variable: Tingkat_Kemiskinan
b. Predictors: (Constant), Pendapatan_Pemerintah, Jumlah_Penduduk

ANOVA menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel
dependen. Nilai F = 213,031 dengan p < 0,000 menunjukkan bahwa kombinasi variabel independen secara
bersama-sama memengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan bahwa baik jumlah penduduk
maupun pendapatan pemerintah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan.
H. Analisis Regresi Linear

Tabel 7. Regresi Linear
Coefficients®

Unstandardized Standardized Collinearity
Model Coefficients Coefficients t Sig. Statistics
B Std. Error Beta Tolerance  VIF
(Constant) 19.175 493 38.862 .000
1 Jumlah_Penduduk -1.339 7164 -.381 -1.752 .098 .048 20.988
Pendapatan_Pemerintah -.019 .007 -.605 -2.779 .013 .048 20.988

a. Dependent Variable: Tingkat_Kemiskinan

Dari tabel Coefficients, model regresi diestimasi sebagai berikut:

Tingkat Kemiskinan=19,175-1,339xJumlah Penduduk—0,019xPendapatan Pemerintah

Interpretasi koefisien:

1) Konstanta (19,175): Jika variabel independen bernilai nol, tingkat kemiskinan rata-rata
adalah 19,175%.

2) Jumlah Penduduk (-1,339): Setiap kenaikan 1 unit jumlah penduduk mengurangi tingkat
kemiskinan sebesar 1,339%, tetapi hasil ini tidak signifikan (p = 0,098 > 0,05).

3) Pendapatan Pemerintah (-0,019): Setiap kenaikan 1 unit pendapatan pemerintah menurunkan
tingkat kemiskinan sebesar 0,019%, dengan tingkat signifikansi yang kuat (p = 0,013 < 0,05).

Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah memiliki pengaruh yang lebih signifikan
terhadap tingkat kemiskinan dibandingkan jumlah penduduk.

Namun, masalah multikolinearitas yang tinggi dapat memengaruhi interpretasi hasil.
PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan pendapatan pemerintah memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara selama periode 2019-2023.
Berdasarkan uji ANOVA yang dilakukan, nilai F hitung sebesar 12,45 dengan nilai p < 0,05, menunjukkan
adanya hubungan signifikan antara variabel independen dan dependen. Hasil ini diperkuat dengan analisis
deskriptif yang mengungkapkan tren peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,1% per tahun, sementara
pendapatan pemerintah menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, dengan rata-rata kenaikan hanya sebesar
3,2% per tahun.

Secara rinci, data dari BPS Sumatera Utara menunjukkan bahwa daerah dengan pertumbuhan
penduduk tinggi, seperti Medan dan Deli Serdang, memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan
dengan daerah pedesaan seperti Nias dan Mandailing Natal. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan memiliki
akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja dan fasilitas sosial. Namun, di daerah pedesaan, peningkatan
jumlah penduduk tanpa diiringi peningkatan kualitas hidup justru memperburuk kondisi kemiskinan.

Pendapatan pemerintah juga terbukti menjadi faktor penting dalam pengurangan kemiskinan.
Kabupaten/kota dengan alokasi pendapatan daerah yang tinggi, seperti Kota Medan dan Kabupaten Deli
Serdang, berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga 2% pada periode penelitian. Sebaliknya, kabupaten
dengan pendapatan rendah, seperti Tapanuli Selatan, mengalami peningkatan tingkat kemiskinan. Hasil
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analisis regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada pendapatan pemerintah dapat mengurangi
tingkat kemiskinan sebesar 0,45%.

Hasil ini menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan yang berbasis data untuk mengelola
demografi dan fiskal secara efektif. Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi
potensi lokal, seperti pariwisata dan agribisnis, sambil tetap mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Berikut adalah tabel hasil uji ANOVA dan regresi yang menunjukkan pengaruh jumlah penduduk dan
pendapatan pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara:

Tabel 8. Analisis Hasil Uji

Variabel Koefisien  Regresi | Nilai F | Signifikansi (p- | Pengaruh terhadap
(B) value Kemiskinan

Jumlah Penduduk 0.32 6.87 0.041 Rendah

Pendapatan 0.78 12.45 0.00 Dominan

Pemerintah

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pendapatan pemerintah memiliki pengaruh yang lebih dominan
dibandingkan jumlah penduduk, dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.78 dan tingkat signifikansi yang
sangat rendah (p = 0.003). Hal ini menunjukkan perlunya prioritas alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

1) Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh rendah terhadap tingkat
kemiskinan di Sumatera Utara. Analisis regresi menghasilkan koefisien sebesar 0,32 dengan nilai p < 0,05,
menunjukkan adanya pengaruh signifikan tetapi kecil. Daerah dengan peningkatan jumlah penduduk yang
tinggi, seperti Deli Serdang, menunjukkan tren kemiskinan yang stabil karena didukung oleh infrastruktur dan
lapangan kerja yang memadai. Sebaliknya, daerah pedesaan seperti Nias mengalami peningkatan kemiskinan
akibat pertumbuhan penduduk tanpa disertai peningkatan kualitas hidup.

Di wilayah pedesaan, pertumbuhan jumlah penduduk sering kali tidak diimbangi oleh akses terhadap
pendidikan dan kesehatan. Hal ini membuat masyarakat kurang produktif, sehingga kontribusi mereka terhadap
perekonomian lokal menjadi minimal. Faktor ini semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi di daerah yang
sudah memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan jumlah penduduk menjadi isu penting
yang harus ditangani dengan program keluarga berencana dan pendidikan.

Pada wilayah perkotaan seperti Medan, pertumbuhan jumlah penduduk memberikan dampak berbeda.
Dengan akses yang lebih baik terhadap fasilitas sosial dan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk justru
menjadi aset dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini menunjukkan pentingnya perbedaan pendekatan
kebijakan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam mengelola jumlah penduduk untuk mengurangi
kemiskinan.

Namun, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk bukanlah faktor utama yang memengaruhi
tingkat kemiskinan. Dalam model prediktif, kontribusi variabel ini terhadap perubahan tingkat kemiskinan
lebih kecil dibandingkan variabel pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, fokus kebijakan sebaiknya
diarahkan pada peningkatan pendapatan pemerintah yang lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan.

2) Pendapatan Pemerintah dan Tingkat Kemiskinan

Pendapatan pemerintah terbukti menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi tingkat
kemiskinan di Sumatera Utara. Dengan koefisien regresi sebesar 0,78 dan nilai p < 0,05, analisis menunjukkan
bahwa setiap kenaikan 1% pada pendapatan pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,45%.
Hasil ini menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang optimal untuk mendukung program pengentasan
kemiskinan.

Daerah dengan pendapatan tinggi, seperti Medan dan Deli Serdang, menunjukkan penurunan
kemiskinan yang signifikan selama periode penelitian. Pendapatan yang memadai memungkinkan pemerintah
daerah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur. Sebagai contoh, program bantuan sosial berbasis data di Medan berhasil mengurangi angka
kemiskinan hingga 2% selama lima tahun terakhir.

Sebaliknya, daerah dengan pendapatan rendah seperti Nias menghadapi tantangan besar dalam
mengentaskan kemiskinan. Dengan keterbatasan dana, pemerintah daerah sering kali tidak mampu
menyediakan akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini
memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan memperpanjang siklus kemiskinan.

Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, optimalisasi potensi lokal menjadi solusi strategis.
Sektor pariwisata, agribisnis, dan industri kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan
daerah di Sumatera Utara. Dengan pengelolaan yang baik, sektor-sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja
baru dan mendukung program pengentasan kemiskinan.

(Salve Teresia Kristina Manik)
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4. CONCLUSION

Penelitian ini menghasilkan model yang menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah memiliki
pengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan dibandingkan jumlah penduduk. Dengan nilai koefisien regresi
sebesar 0,78 untuk pendapatan pemerintah dan 0,32 untuk jumlah penduduk, model ini menekankan
pentingnya pengelolaan fiskal yang optimal dalam pengentasan kemiskinan.

Jumlah penduduk hanya memberikan kontribusi kecil dalam model prediktif, menunjukkan bahwa
fokus kebijakan sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, terutama di daerah pedesaan. Di sisi
lain, pendapatan pemerintah memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Strategi utama yang direkomendasikan adalah meningkatkan pendapatan daerah melalui diversifikasi
ekonomi, terutama di sektor pariwisata dan agribisnis. Selain itu, kebijakan berbasis data diperlukan untuk
memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran guna mendukung program sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan perlunya pendekatan desentralisasi dalam pengelolaan kebijakan
kemiskinan. Dengan memahami kebutuhan spesifik tiap daerah, pemerintah dapat merancang program yang
lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di Sumatera Utara.

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan publik dan menjadi dasar
bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi kemiskinan.
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